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Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan agar pemungutan
retribusi dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan
berhasil guna perlu untuk menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
menyebutkan bahwa Tata cara pelaksanaan pemungutan
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6537);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pemalang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

6. Petugas adalah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup yang diberi tugas
memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengangkutan
Persampahan/Kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Surat Tanda Setor, yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

10. Karcis Retribusi adalah Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa pelayanan
dari Pemerintah Daerah.

BAB I
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan

persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

meliputi:

a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampabh.
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Pasal 3

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh petugas
menggunakan karcis retribusi.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada wajib
retribusi dibayar sesuai dengan tarif retribusi.

BAB llI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilaksanakan paling lambat
tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berkenaan.

Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara manual dan/ atau sistem
elektronik.

Dalam hal retribusi dipungut secara manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), hasil penerimaan pembayaran retribusi disetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1x 24 (satu kali dua
puluh empat) Jam dengan menggunakan STS.

Dalam kondisi tertentu karena faktor geografis maka hasil penerimaan
pembayaran retribusi disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) Jam.

Dalam hal retribusi dipungut dengan sistem elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menentukan sistem/aplikasi
pemungutan elektronik yang digunakan.

Kepala Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur Teknis
Pemungutan Retribusi.

Bentuk STS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3).

Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1
(satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BENTUK DAN ISI KARCIS

Pasal 6

Dalam hal retribusi dipungut secara manual, setiap wajib retribusi
dipungut retribusi dengan menggunakan karcis yang diporporasi oleh
instansi yang berwenang.
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Bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
pada Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 7

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup diutamakan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
persampahan/kebersihan.

Kepala Dinas mengajukan usulan rencana pemanfaatan Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Juni 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PEMALANG, SETDA KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttd AUBYAKTO, SH, MS.i

Pembina Tingkat I

MOHAMAD ARIFIN NIP. 19650218 199203 1006

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 24
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN.

BENTUK DAN UKURAN SURAT TANDA SETORAN (STS)
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DIKABUPATEN PEMALANG

Ukuran 21 cm x 16 cm
Warna Huruf Cetakan Hitarn

W araa Kertas Putih

Jenis Kertas HVS 60gr

Isi per buku 200 lembar
Contoh

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT TANDA SETORAN

(STS)
SKPD Bank
STS No No. Rekening
Harap ditenma uang sebesar Rp. Z 7
QI 11 F- U o TR (USSP PSRRI )
Oengan rinoian penerimaan sebagai benkui;
NO KODE REKENING Uraian Rincian Obyek JL(‘;“;"’)‘“

Uang tersebut diterima pada tanggal:

Bendahara Penenmaan

NIP

( Catt - STS dilamptn Slip Setoran Bank)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd
U SUBYAMTO, SH, MS.i
'PeTrrbwiJ Tingkat | MUKTI AGUNG WIBOWO
NIP. 19650218 199203 1006
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DIKABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pemalang, Mei 2021
Kepada Yth ;

Nomor

Lampiran 1 (satu) bendel

Perihal Surat Teouran di

Berdasarkan Peraturan Oaerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2021 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. dengan ini kami beritahukan bahwa
berkaitan dengan pelayanan Persampahan/Kebersihan yang saudara gunakan.
sampai saat ini Bapak/lbu/Saudara belum membayar Retribusi.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/lbu/Sdr segera membayar Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Unit Kebersihan dan Persampahan
(UKP) setiap hah kega

Demikian surat ini kami sampaikan. atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MOH. SIDIK M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003

Tembusan dlaampalkan kepada Yth :
1. Kasubag Umum dan Kepegawalan
Dinas Ungkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Jin Jenderal Gatot Subroto No. 26 Pemalang 52319 Prov Jawa Tongah
Telepon/ FaxImilo (0284) 322121

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd
CTO, SH, MS.i MUKTI AGUNG WIBOWO

Tingkat |
NIP. 19650218 199203 1006
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LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR M TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN

BENTUK DAN UKURAN KARCIS
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DIKABUPATEN PEMALANG

Ukuran 21l cm x 7 cm

Nilai Nominal : Sesuai ketentuan Perda terkait
Warna Huruf Cetakan : Hitam

Nomor Seri : Cetak Warna Hitam

Warna Kertas : Putih

Jenis Kertas - HVS 60gr

Isi per buku : 100 lembar

Contoh karcis retribusi sampah

Jan Jul
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Feb PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Agst
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar TAHUN 2021 Sept

PERDANO 3TAHUN 2021 PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 5.000,- At Rp. 5.000,- okt

Mei ) Nop
Seri: A No. Seri: A No.

Dinas Lingkungan Hidup Jun Dinas Lingkungan Hidup Des
Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang

Jan Jul
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Feb PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Agst
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar TAHUN 2021 Sept

PERDA NO 3 TAHUN 2021 PERDA NO 3 TAHUN 2021

Apr Okt
Rp- 10000~ p Rp. 10.000
p L ] n ’_
Mei ) No
Seri: A No. Seri: A No. p
Dinas Lingkungan Hidup Jun Dinas Lingkungan Hidup Des

Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang
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Jan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Feb
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 15.000,- AP

Mei
Seri: A No.
Dinas Lingkungan Hidup Jun
Kabupaten Pemalang
Jan
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG EFeb

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 20.000,- AP

Mei
Seri: A No.
Dinas Lingkungan Hidup Jun
Kabupaten Pemalang
Jan
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Feb

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 25.000,- AP

Seri: A No.

Dinas Lingkungan Hidup Jun

Kabupaten Pemalang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TAHUN 2021
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 15.000,-

Seri: A No.

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TAHUN 2021
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 20.000,-

Seri: A No.

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TAHUN 2021
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 25.000,-

Seri: A No.

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang

Agst

Sept

Nop

Des

Jul

Agst

Sept

Nop

Des

Jul

Agst

Sept

Okt

Nop

Des
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Jan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Feb
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 30.000,- AP

Mei
Seri: A No.
Dinas Lingkungan Hidup Jun
Kabupaten Pemalang
Jan
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Feb

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 50.000,- AP

Mei
Seri: A No.
Dinas Lingkungan Hidup Jun
Kabupaten Pemalang
Jan
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG EFeb

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 100.000,- AP

Seri: A No.

Dinas Lingkungan Hidup Jun

Kabupaten Pemalang

- 10.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TAHUN 2021
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 30.000,-

Seri: A No.

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TAHUN 2021
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 50.000,-

Seri: A No.

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TAHUN 2021
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 100.000,-

Seri: A

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang

Jul

Agst

Sept

Nop

Des

Jul

Agst

Sept

Nop

Des

Agst

Sept

Okt

Nop

Des
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H Jan
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG EFeb
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar
PERDA NO 3 TAHUN 2021
Rp. 150.000,- AP
Mei
Seri: A No.
Dinas Lingkungan Hidup Jun
Kabupaten Pemalang
Jan
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Eeb
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021 Mar
PERDA NO 3 TAHUN 2021
Rp. 200.000,- AP
Mei
Seri: A No.
Dinas Lingkungan Hidup Jun

Kabupaten Pemalang

211

\§8 f/
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TAHUN 2021
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 150.000,-

Seri: A

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TAHUN 2021
PERDA NO 3 TAHUN 2021

Rp. 200.000,-

Seri: A No.

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABYPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUPATI PEMALANG,

SUBYAKTO, SH, MS.i
Fremtigia Tingkat |
NIP. 19650218 199203 1006

Agst

Sept

Okt

Nop

Des

Agst

Sept

Okt

Nop

Des

MUKTI AGUNG WIBOWO



